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TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
KEPADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB

Menimbang

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa pemberian insentif pemungutan atas Retribusi
Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan,
kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan
besarnya tanggung jawab, Lkebutuhan, serta
karakteristik dan kondisi objektif daerah;

bahwa agar terselenggaranya  penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam
menggali dan mengelola seluruh potensi Retribusi,
Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif
sebagai tambahan penghasilan kepada
penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah yang
telah mencapai kinerja tertentu;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pemberian insentif pemungutan atas Retribusi Daerah
kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung
jawab pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya
pedoman dalam pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian Insentif Retribusi Daerah kepada Bupati
dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab
Pengelolaan Keuangan Daerah;



Mengingat

-0

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 7);
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8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 74);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022
Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
KEPADA  BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.



Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Insentif Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif
adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai
penghargaan atas kinerja tertentu.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Retribusi
dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan
rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab,
kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

(1)

(2)

(3)

BAB II
INSENTIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 3
Insentif Retribusi diberikan kepada Bupati dan Wakil
Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan
keuangan daerah.
Jenis-Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a.retribusi jasa umum,;
b.retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi jasa perizinan tertentu.
Instansi  Pelaksana yang melaksanakan fungsi
pemungutan Retribusi diantaranya:
a.dinas pertanian;
b.dinas ketahanan pangan dan perikanan;
c. dinas perdagangan dan perindustrian;
d.dinas kesehatan;
e.dinas perumahan, kawasan permukiman dan
pertanahan;



f. dinas perhubungan;

g. dinas pekerjaan umum dan tata ruang;
h.dinas ketenagakerjaan;

i. dinas pemuda dan olahraga;

j. dinas kebudayaan dan pariwisata; dan
k.dinas lingkungan hidup.

Pasal 4

(1) Insentif dapat dibayarkan apabila telah mencapai
kinerja tertentu.

(2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yakni tercapainya target realisasi penerimaan Retribusi
yang ditentukan pada setiap triwulannya.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan
berikutnya.

(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai,
untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan
berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan
yang ditentukan.

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran
penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif
yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 5
Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 6
(1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen)
dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun
anggaran berkenaan.
(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja
Daerah.



Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 7

(1) Besarnya pembayaran Insentif untuk setiap bulannya
dikelompokan  berdasarkan realisasi penerimaan
Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan
ketentuan:

a.di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun
rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan
tunjangan yang melekat;

b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)
sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua
triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7
(tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

c.di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima
ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.
7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus
milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji
pokok dan tunjangan yang melekat; dan

d. di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima
ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali
gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat sisa lebih, wajib disetorkan ke kas daerah
sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 8
Penerima dan besaran pembayaran Insentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9
(1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah
menyusun penganggaran Insentif  berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
(2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



Pasal 10
Dalam hal target penerimaan Retribusi Daerah pada akhir
tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, namun
pemberian Insentif belum dapat dilakukan pada tahun
anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada
tahun anggaran berikutnya yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 11
Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12
Pemberian Insentif untuk Tahun Anggaran 2022 dapat
dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2022 dan dilakukan sesuai
ketentuan Peraturan ini

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang tercantum di
dalam BAB VIII Pasal 34 sampai dengan Pasal 44 Peraturan
Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita Daerah
Tahun 2012 Nomor 39) dan Peraturan Bupati Bandung
Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita
Daerah Tahun 2014 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 Oktober 2022
BUPATI BANDUNG,
ttd
M. DADANG SUPRIATNA
Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 310

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001




